
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai sanksi pengembalian kerugian keuangan negara 

terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi ini 

dilakukan dengan pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan 

analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak 

pidana korupsi berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri 

Boyolali menunjukkan bahwa para terpidana yang dijatuhi sanksi 

pembayaran uang pengganti lebih banyak memilih menjalani hukuman 

subsidair berupa pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang 

pengganti daripada membayar uang pengganti. Kecenderungan tersebut 

akan terjadi jika hukuman subsidairnya lebih menguntungkan daripada 

pembayaran uang penggantinya. Pilihan terpidana menjalani hukuman 

subsidair sebenarnya bukan bersifat alternatif, tetapi sebagai konsekuensi 

dari ketentuan undang-undang apabila terpidana tidak membayar uang 

pengganti maka harus menjalani subsidair pidana penjara. 

2. Sanksi yang tepat terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak 

pidana korupsi wajib membayar ganti kerugian yang besarnya sesuai 

dengan yang diterimanya sedangkan instrumen hukumnya dengan cara 
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penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sanksi yang demikian ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa pihak ketiga telah melakukan perbuatan 

melanggar hukum karena dengan menikmati keuangan negara yang bukan 

haknya telah berakibat pada kerugian keuangan negara maka yang 

bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut.  

B. S a r a n 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, 

saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Penjatuhan sanksi pidana pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian 

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan secara 

represif. Hal ini untuk memberikan efek paksa kepada terpidana agar mau 

membayar uang pengganti dengan tetap menjunjung tinggi asas kepastian 

hukum, asas manfaat dan asas keadilan demi harkat dan martabat 

kemanusiaan. 

2. Sanksi pembayaran ganti kerugian dan instrumen hukum pengembalian 

kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil 

tindak pidana korupsi dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti 

kerugian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan 

hukum bagi aparat penegak hukum. Untuk itu layak dipertimbangkan 

sebagai ius constituendum dalam undang-undang tindak pidana korupsi 

dalam rangka optimalisasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara. 
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